LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

PROVINSI DKI JAKARTA

N\

ARl pEan
Bl ma y

-

'TET ."-im"- tes
Buf ‘nnudd
S vl

12
l

|

¥ Ar:.
I ¥

N I

E - - R S A2 0B REEN I . % 3 |
e — \\ ' ‘. /.l.'
| . . : \... “5 W

r ' ) ' . .‘.‘

. w e ".
[ | e e 's.
.

-
.

- ,|
- L o
<\‘_
o
-
\




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin dan rahmatnya “Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 dapat diselesaikan. Laporan
ini dibuat untuk mewujudkan cita-cita reformasi birokrasi pada lembaga. LKIP adalah salah satu komponen untuk mengukur
akuntabilitas kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan selama tahun 2020 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
dalam penyelenggaraan ruang dan bangunan di Provinsi DKI Jakarta.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Dengan adanya Laporan ini menjadi wujud pertanggungjawaban kepada publik serta
menginformasikan kepada publik atas kinerja yang telah dikerjakan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi
DKI Jakarta.

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020, terutama kepada seluruh
pegawai Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta yang telah berkoordinasi dengan baik dan
berkontribusi secara proporsional baik langsung maupun tidak langsung sehingga seluruh rangkaian penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 ini dapat terlaksana
dengan baik. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan
Pertanahan di masa yang akan datang.

Jakarta, 29 Januari 2021

Kepala Dinas
Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
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-

Heru Hefrmawanto
NIP 196803121998031010
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) selaku Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta dibentuk berdasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah. Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan diatur dalam Peraturan Gubernur
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 279 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam Peraturan Gubernur tersebut,
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub bidang penataan ruang, sub bidang bangunan gedung, sub bidang penataan
bangunan dan lingkungannya, sub bidang jasa konstruksi dan urusan pemerintahan bidang pertanahan. Dinas ini dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah. Dalam
pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan berada di bawah koordinasi Asisten

Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) pada Pergub 279 tahun 2016, fungsi Dinas adalah melakukan pelaporan dan
pertanggungjawaban dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan wujud dalam menjalankan fungsi tersebut. Sedangkan
metodologi penyusunan LKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.
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B.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 ini adalah untuk menyampaikan informasi capaian
kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sesuai yang diperjanjikan selama tahun 2020, dengan membandingkan
capaian kinerja Dinas (performance results) terhadap rencana kinerja Dinas (performance plan).

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2020 ini dipisahkan dalam 2 (dua) aspek kepentingan/keperluan,
yaitu:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan organisasi eksternal, menjadikan LKIP 2020 sebagai sarana pertanggungjawaban
atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2020. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh
mana tujuan/sasaran strategis dicapai selama tahun 2020.

2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan organisasi internal, menjadikan LKIP 2020 sebagai sarana evaluasi pencapaian
kinerja organisasi dan upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa mendatang. Sehingga untuk setiap celah kinerja (performance
gap) yang ditemukan dapat dirumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara
berkelanjutan.

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan adalah pada pelaksanaan anggaran tahun 2020 dan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
pada sub bidang penataan ruang, sub bidang bangunan gedung, sub bidang penataan bangunan dan lingkungannya, sub bidang

jasa konstruksi dan urusan pemerintahan bidang pertanahan di Provinsi DKI Jakarta.
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D. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Tugas dan Fungsi DCKTRP Provinsi DKI Jakarta

Tugas Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Peraturan

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 279 Tahun 2016 adalah melaksanakan perencanaan dan evaluasi

ruang kota, pengendalian pemanfaatan ruang, penyelenggaraan bangunan gedung, pembinaan teknis bangunan gedung

pemerintah daerah serta perencanaan pertanahan.

Sedangkan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta

berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 279 Tahun 2016 adalah:
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penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
pengaturan dan pembinaan penyelenggaraan penataan ruang dan penatagunaan lahan sesuai dengan rencana kota;
perencanaan rencana rinci tata ruang;

pelaksanaan evaluasi rencana rinci tata ruang;

perencanaan dan persiapan pengadaan tanah untuk kebutuhan pemerintah daerah;

penatagunaan lahan sesuai dengan rencana kota;

pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan gedung;

pemetaan ruang kota;

penyelenggaraan sistem informasi ruang dan bangunan gedung;

perencanaan, pembangunan, perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah,;

penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana di bidang tata ruang,
bangunan gedung dan pertanahan;

penegakan peraturan perundang — undangan daerah di bidang tata ruang, bangunan gedung dan pertanahan;

pengelolaan pegawai, keuangan dan barang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan,;
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15. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
16. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;

17. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

2. Susunan Organisasi

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan tersebut diatas, sesuai dengan Peraturan
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 279 Tahun 2016, DCKTRP Provinsi DKI Jakarta dibekali dengan
susunan organisasi sebagai berikut:

Kepala Dinas

Sekretariat

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Kota
Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Struktur Ruang
Bidang Pertanahan dan Pemetaan

Bidang Pengawasan Bangunan

Bidang Penindakan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Bidang Gedung Pemerintah Daerah

© © N o g bk~ 0N PRE
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Sektor Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kecamatan
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Unit Pelaksana Teknis Dinas
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Kelompok Jabatan Fungsional
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Susunan Organisasi DCKTRP Provinsi DKI Jakarta selengkapnya dapat dilihat pada bagan susunan organisasi yang

disajikan berikut ini.

Bagan 1. Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan

BAGAN SUSUNAN ORGANISAS]
DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTAMAHAN

EEPALA DIMAS

BEKRETARIAT
I ! i
FODER
mmnAcRu EUEBACLUY e |
1 preey i In-mu-ml PHCCARAR
pritry
snasee
Ak B Ay EAR
bt e AMBSAN DAN AN TR PEMERTAH
RLIAR BT STEUKTUR LR EPEMETALN BRI 3
PEBLASIAETAT WLE AN
I . | — — |
HEREH ks
PR AH A HERH] PRGNS ASNH FITHALATHT AN T30 PRI AL
ALANG TANmAS FERGURIRAR B WA BARRAT
AT A
LR HESE HERA
EEREATAL A e T AR ] FrMSA AT
PEMET AN PR AT, PERTRDARA QELARG
FLARG KoTA DARLTILT iy per o
— f— AEH s
wAL A [ty Ty BT ANAAN ] AR FERARATAN
LA T, AN SARARA WOTH PEMTAMAAN T PRSI LT
P00 LA SURU CiHAS
WARYA. TATA BFAHG PTa EaSTa, TATA i
DM FERTARAHAM DR FISTTAITAI AN LR TR
WFTA ACGANISTE ST TASTITATES ADAT
AL
sUnnAGLs
ki TATA uml
=) —
o
gy el - XN e Siia AN D FIENGARAS AN ELAN
PERTARAHAN DAESAH REG FERIHDAK AN
RELOMFIR,
ampreme e PASLICTN FLIH
ST BT T, WU |
B PR AN
EECAMATAR |
]
L B Lo PO T EABRELOMECR
T




LKIP Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2020 Bab I - Pendahuluan

E.

ISU STRATEGIS

Berdasarkan telaahan pelayanan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, telaahan visi, misi dan program Gubernur
dan Wakil Gubernur terpilih dan telaahan isu strategis kementerian serta telaahan terhadap RTRW dan KLHS yang memiliki keterkaitan
dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, maka dapat dirumuskan isu strategis dari Rencana Strategis Dinas Cipta
Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

a. Konflik kebutuhan ruang yang tinggi dengan ketersediaan lahan yang terbatas;

b. Pengawasan dan Penegakan hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang;

c. Integrasi penataan ruang dan penataan pertanahan; dan

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan konstruksi bangunan gedung pemerintah.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

LKIP tahun 2020 ini disajikan sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 dengan susunan sebagai berikut:

Bab | — Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan latar belakang dibuatnya LKIP, maksud dan tujuan dibuatnya LKIP, ruang lingkup dan sistematika penyajian
LKIP tahun 2020 serta gambaran umum organisasi yang isinya menjabarkan tentang tugas dan fungsi, susunan organisasi, aspek

strategis serta pernyataan visi dan misi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

Bab Il — Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini diuraikan muatan/substansi dari Perjanjian Kinerja tahun 2020 serta kaitannya dengan Renstra/RPJMD
Bab Il — Akuntabilitas Kinerja

Berisi metodologi pengukuran pencapaian kinerja dinas tahun 2020 dan analisis atas pencapaian sasaran strategis tahun 2020, serta

akuntabilitas keuangan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.
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Bab IV — Realisasi Anggaran

Menguraikan gambaran pelaksanaan Program dan Kegiatan serta realisasi anggarannya pada tahun 2020 untuk mencapai sasaran

strategis yang dilaksanakan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.
Bab V—Penutup

Menguraikan kesimpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta tahun
2020.
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BAB Il
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sesuai tugas dan fungsinya, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tahun 2018-2022 dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis yang mencakup visi, misi,

tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini.
A. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan sebagai SKPD baru berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 279 tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub bidang
penataan ruang, sub bidang bangunan gedung, sub bidang penataan bangunan dan lingkungannya, sub bidang jasa konstruksi,

sub bidang urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dikoordinasikan oleh Asisten
Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Sedangkan Tugas Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan adalah melaksanakan
perencanaan dan evaluasi ruang kota, pengendalian pemanfaatan ruang, penyelenggaraan bangunan gedung, pembinaan teknis

bangunan gedung pemerintah daerah serta perencanaan pertanahan.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan
nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Undang — undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang — undang
Nomor 9 Tahun 2015, yang mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana

Strategis (Renstra), dengan koordinasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
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B. VISI DAN MISI
1. Visi
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Dalam

menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimuat dalam dokumen RPJMD
Provinsi DKI Jakarta 2018-2022 sebagai berikut:

"Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang
warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban,
keadilan dan kesejahteraan bagi semua™

Adapun penjabaran dari Visi di atas yakni keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua warga Jakarta menjadi
fondasi penting dalam pembangunan. Tidak hanya pembangunan fisik seperti infrastruktur yang megah serta penggunaan
teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari, namun juga pembangunan manusia yang mencakup segala upaya perubahan
positif untuk memperbaiki kualitas pendidikan, kesehatan, rasa aman, kesejahteraan, dan kebahagian semua warga.
Pendekatan pembangunan yang dilakukan juga dilengkapi dengan pendekatan pembangunan yang berwawasan lingkungan,
kebudayaan serta keterlibatan masyarakat dimana masyarakat menjadi motor penggerak utama pembangunan yang ikut
menentukan arah gerak pembangunan Jakarta ke depan.

2. Misi
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya
mewujudkan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditetapkan misi sebagai berikut :
1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai-nilai keluarga dan

memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
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2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan
keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan
investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.

3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai
permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan
dan sosial.

5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan

kebhinekaan.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, dari 5 (lima) misi Kepala Daerah di atas ada
dua misi yang terkait yakni misi kedua yaitu “Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya
lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan
infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang” dan misi ketiga yaitu “Menjadikan Jakarta
tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga,

secara efektif, meritokratis dan berintegritas”.

Kalimat perbaikan pengelolaan tata ruang pada misi kedua "Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum
melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan
pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang”, pada hakikatnya
merupakan upaya menjadikan penataan ruang sebagai salah satu alat untuk memajukan kesejateraan umum melalui perencanaan
dan evaluasi ruang kota serta pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal. Sedangkan pada misi ketiga “Menjadikan Jakarta
tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga,

secara efektif, meritokratis dan berintegritas” Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dituntut untuk menyiapkan sarana

10
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tempat aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berkarya, mengabdi, melayani dan menyelesaikan permasalahan kota dan

masyarakat secara profesional melalui kegiatan penyelenggaraan dan pembinaan teknis bangunan gedung pemda.

C. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD

Dalam menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah, Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan menetapkan tujuan
jangka menengah 2018-2022, sebagai berikut:

1. Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan;

2. Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuanagan daerah yang
akuntabel dan transparan;

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel;

Untuk mengukur ketercapaian tujuan di atas, ditetapkan sasaran untuk setiap tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu
5 (lima) tahun ke depan dimana sasaran adalah hasil (outcome) yang diharapkan dari suatu tujuan. Adapun sasaran dari setiap
tujuan yang ditetapkan, yaitu:
1. Sasaran dari Tujuan Pertama adalah :
e Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang
2. Sasaran dari Tujuan Kedua adalah :
e Meningkatnya kompetensi dan iklim kerja aparatur.

3. Sasaran dari Tujuan Ketiga adalah :

e Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel.
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D. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan. Strategi yang
ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran jangka menengah sangat dibutuhkan untuk mengaktualisasikan tujuan
dan sasaran-sasaran tersebut ke dalam kebijakan atau langkah-langkah yang lebih terarah. Rumusan strategi juga harus
menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder yang dilayaninya.
Keterkaitan (Interelasi) Visi, Misi, Tujuan,Sasaran,Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan
Pertanahan Tahun 2018-2022 terangkum di dalam Tabel 2.1.

» STRATEGI

Dalam mencapai sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan, strategi yang diambil sebagai berikut:
Mendorong pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung pemda yang memenuhi standar
Peningkatan dan pengelolaan kantor dalam mendukung efisiensi dan efektifitas kinerja pegawai

A

Peningkatan dan pengelolaan kendaraan operasional dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai

» KEBIJAKAN
Kebijakan yang ditempuh untuk menjalankan masing-masing strategi, yaitu:
1. Meningkatkan kualitas rencana tata ruang melalui Pemutakhiran data dasar perencanaan, penyusunan peraturan turunan
Perda terkait tata ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang serta evaluasi secara berkala
2. Meningkatkan kualitas gedung pemda melalui pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pembangunan,
pengawasan serta rehabilitasi/renovasi gedung sesuai standar
3. Meningkatkan sarana prasarana kantor yang sesuai standar melalui melalui peningkatan dan pengelolaan kantor serta

pengelolaan kendaraan operasional.
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Tabel 2.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan,Sasaran,Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis

Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Tahun 2018-2022

kesejahteraan bagi semua

VISI : Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan

kesejahteraan umum

melalui terciptanya

lapangan kerja, kestabilan

dan keterjangkauan
kebutuhan pokok,
meningkatnya keadilan
sosial, percepatan

pembangunan

infrastruktur, kemudahan

investasi dan berbisnis,
serta perbaikan
pengelolaan tata ruang

yang terpadu dan

berkelanjutan

pemanfaatan ruang
dengan rencana tata

ruang

NO MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
1 | Menjadikan Jakarta kota Mewujudkan Meningkatnya Mendorong Meningkatkan
yang memajukan penataan ruang kota | kesesuaian pemanfaatan kualitas rencana tata

ruang sesuai
Rencana Tata

Ruang

ruang melalui
Pemutakhiran data
dasar perencanaan,
Pelaksanaan
kebijakan satu peta,
pembangunan
sistem informasi tata
ruang, penyusunan
peraturan turunan
Perda terkait tata
ruang, dan
pengendalian
pemanfaatan ruang
serta evaluasi

secara berkala
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2 | Menjadikan Jakarta tempat
wahana aparatur negara
yang berkarya, mengabdi,
melayani, serta
menyelesaikan berbagai
permasalahan kota dan
warga, secara efektif,
meritokratis dan

berintegritas

Meningkatkan
produktivitas dan
integritas aparatur
dalam mewujudkan
tata kelola
pemerintahan dan
keuanagan daerah
yang akuntabel dan

transparan

Meningkatnya
kompetensi dan

iklim kerja aparatur

Meningkatkan
kualitas
penyelenggaraan
bangunan gedung
pemda yang

memenuhi standar

Meningkatkan
kualitas gedung
pemda melalui
pembinaan dan
penyusunan
kebijakan teknis,
perencanaan,
pembangunan,
pengawasan serta
rehabilitasi/renovasi
gedung sesuai
standar

Mewujudkan tata
kelola pemerintahan
dan keuangan
daerah yang
transparan dan

akuntabel

Terwujudnya tata
kelola pemerintahan
dan keuangan
Daerah yang
transparan dan

akuntabel

Peningkatan dan
pengelolaan kantor
dalam mendukung
efisiensi dan
efektifitas kinerja
pegawai
Peningkatan dan
pengelolaan
kendaraan
operasional dalam

mendukung efisiensi

Meningkatkan
sarana prasarana
kantor yang sesuai
standar melalui
melalui peningkatan
dan pengelolaan
kantor serta
pengelolaan
kendaraan

operasional
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dan efektivitas

kinerja pegawai

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan serta
berorientasi pada hasil, disusun suatu perjanjian kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah pada setiap tahunnya. Perjanjian
kinerja ini merupakan perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan sebagai pihak pertama dengan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai pihak kedua dan merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun
anggaran dan juga dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis
maupun tingkat kegiatan dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan pada setiap

akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ini juga merupakan komitmen dari segenap pegawai di lingkungan Dinas Cipta Karya, Tata
ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai kinerja sesuai target yang ditetapkan sebaik-baiknya sebagai bagian
dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas
Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020, yang dapat

dijabarkan sebagai berikut:
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Tabel 2.2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

pemerintahan dan
keuangan Daerah yang

transparan dan akuntabel

Pelaksanaan Anggaran

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran (Rp)
1 | Meningkatnya kesesuaian | Persentase penurunan 40% Program Penataan 4.383.611.432
pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang yang Ruang
dengan rencana tata ruang | tidak sesuai dengan
rencana
2 Meningkatkan Persentase sarana dan 56% Program 4.382.419.600
produktivitas dan integritas | prasarana aparatur yang Pembangunan dan
aparatur sesuai standar Pemeliharaan
Gedung Pemda
3 | Terwujudnya tata kelola Persentase Kualitas 100% Program Penataan 4.383.611.432

Ruang

Program
Pembangunan dan
Pemeliharaan

Gedung Pemda

4.382.419.600

Program Peningkatan

dan Pengelolaan

45.512.167.346
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Kantor Urusan
pekerjaan umum dan
penataan ruang
SKPD/UKPD Cipta
Karya, Tata Ruang

dan Pertanahan

dan Pertanahan

Program Pengelolaan
Kendaraan
Operasional Urusan
pekerjaan umum dan
penataan ruang
SKPD/UKPD Cipta
Karya, Tata Ruang

438.855.486
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembanding capaian sasaran. Metode pembanding
capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan terhadap
realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah
kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat terutama
untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka

mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
B. ANALISA ATAS PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020

Secara umum, Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan telah memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan yang
tercermin dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Keberhasilan
dan kegagalan pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dilihat melalui keberhasilan atau kegagalan pencapaian indikator sasaran

sebagaimana yang dituangkan dalam Formulir Pengukuran Kinerja.

B. 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan salah satu
Indikator Kinerja Kepala Daerah pada RPJMD 2018 — 2022. Indikator Kinerja Utama tersebut sebagai indikator pencapaian kinerja

dan salah satu alat untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis. Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun
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2020 Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan ini kemudian ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Cipta Karya,

Tata ruang dan Pertanahan dengan Gubernur selaku Kepala Daerah, yakni ;

Tabel 3.1.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020

DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

pemerintahan dan
keuangan Daerah yang

transparan dan akuntabel

Pelaksanaan Anggaran

Ruang

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran (Rp)
1 | Meningkatnya kesesuaian | Persentase penurunan 40% Program Penataan 4.383.611.432
pemanfaatan ruang pemanfaatan ruang yang Ruang
dengan rencana tata ruang | tidak sesuai dengan
rencana
2 Meningkatkan Persentase sarana dan 56% Program 4.382.419.600
produktivitas dan integritas | prasarana aparatur yang Pembangunan dan
aparatur sesuai standar Pemeliharaan
Gedung Pemda
3 | Terwujudnya tata kelola Persentase Kualitas 100% Program Penataan 4.383.611.432

Program
Pembangunan dan
Pemeliharaan

Gedung Pemda

4.382.419.600
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Program Peningkatan 45.512.167.346
dan Pengelolaan
Kantor Urusan
pekerjaan umum dan
penataan ruang
SKPD/UKPD Cipta
Karya, Tata Ruang
dan Pertanahan

Program Pengelolaan 438.855.486
Kendaraan
Operasional Urusan
pekerjaan umum dan
penataan ruang
SKPD/UKPD Cipta
Karya, Tata Ruang

dan Pertanahan

Besaran anggaran Program Penataan Ruang, Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda, Program
Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan, dan Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Cipta
Karya, Tata Ruang dan Pertanahan yang dilaksanakan untuk mencapai target Sasaran Strategis yang akan dicapai dalam

pelaksanaannya mengalami penyesuaian nilai anggaran perubahan dan refocusing dampak pandemik covid-19.
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B. 2. PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020

Terdapat dua sasaran strategis pada tahun 2020 yang menjadi target pencapaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian

Kinerja Tahun 2020 yang sudah mengalami perubahan yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 DAN REALISASINYA

DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

No Sasaran Indikator Target | Realisasi Program Anggaran Realisasi
Strategis Kinerja (Rp) (Rp)
1 | Meningkatnya | Persentase 40 % 28,38 % | Program 4.383.611.432 4.323.881.419
kesesuaian penurunan Penataan Ruang
pemanfaatan | pemanfaatan
ruang dengan | ruang yang
rencana tata tidak sesuai
ruang dengan
rencana
2 | Meningkatkan | Persentase 56 % 58,65 % | Program 4,382.419.600 4.381.677.050
produktivitas sarana dan Pembangunan
dan integritas | prasarana dan
aparatur aparatur yang Pemeliharaan
sesuai standar Gedung Pemda
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3 | Terwujudnya
tata kelola
pemerintahan
dan keuangan
Daerah yang
transparan

dan akuntabel

Persentase
Kualitas
Pelaksanaan

Anggaran

100 %

90,16 %

Program

Penataan Ruang

4.383.611.432

4.323.881.419

Program
Pembangunan
dan
Pemeliharaan

Gedung Pemda

4.382.419.600

4.381.677.050

Program
Peningkatan dan
Pengelolaan
Kantor Urusan
pekerjaan umum
dan penataan
ruang
SKPD/UKPD
Cipta Karya, Tata
Ruang dan

Pertanahan

45.512.167.346

44.971.554.449

Program
Pengelolaan
Kendaraan

Operasional

438.855.486

296.962.94
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Urusan
pekerjaan umum
dan penataan
ruang
SKPD/UKPD
Cipta Karya, Tata
Ruang dan

Pertanahan

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi target perjanjian kinerja tahun 2020

sebagaimana disajikan dalam tabel di atas dengan penjelasan berikut:

1. Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana pada tahun 2020 mencapai persentase sebesar

28,38 % atau melebihi target sebesar 40%, dengan rincian per wilayah sebagai berikut:

No. Wilay-ah KOté Tidak sesuai Subzona | Tidak sesuai Jalan | Tidak sesuai Sungai | Total tidak sesuai
Administrasi

1. | Jakarta Pusat 8,87 % 12,56 % 0,67 % 22,11%

2. | Jakarta Utara 18,21 % 12,79 % 2,13 % 33,13%

3. | Jakarta Barat 15,59 % 12,09 % 2,08 % 39,76%

4. | Jakarta Selatan 10,14 % 11,26 % 2,17 % 23,57%

5. | Jakarta Timur 20,24 % 12,61 % 1,49 % 34,34%
Rata-Rata 14,47 % 12,20 % 1,7% 28,38%
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2. Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar mencapai angka sebesar 58,65%, atau melebihi target
sebesar 56%. Berdasarkan hasil pendataan gedung tahun 2020, jumlah bagunan Gedung Pemda mencapai 9.841 massa
bangunan gedung. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.772 massa bangunan gedung di antaranya telah memenuhi standar
karena dalam kondisi terawat sesuai kriteria yang telah ditetapkan, atau sebesar 58,65%.

3. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 90,16 % atau masih dibawah target sebesar 100%. Angkat tersebut
didapatkan melalui komponen Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar 40%, komponen Efisiensi sebesar 0,83% dan

komponen Pencapaian Output sebesar 49,33%.

Pencapaian target pada 2 (dua) Indikator Kinerja Utama di atas tidak semata mata dikarenakan pelaksanaan Program dan
Kegiatan yang dianggarkan di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan saja. Sekalipun dengan adanya kebijakan
refocusing anggaran serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat dampak dari pandemik covid-19, realisasi capaian
target pada 2 (dua) Indikator Kinerja Utama melebihi 100%. Hal ini dikarenakan kinerja program prioritas yang dilaksanakn Dinas
Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan juga bergantung pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kebijakan penataan

ruang yang dibuat.

C. AKUNTABILITAS KINERJA
Secara umum capaian kinerja rata-rata Dinas Cipta Karya, Tata ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta atas Indikator
Kinerja Utama atau Perjanjian Kinerja tahun 2020 sebesar 107,98%, sedangkan capaikan kinerja rata-rata tahun 2019 sebesar
118,29% dan capaian kinerja rata-rata tahun 2018 sebesar 118,33%. Indikator kinerja sasaran beserta target dan realisasi

capaiannya diuraikan dalam tabel berikut:
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Tabel 3.4

CAPAIAN IKU DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN

No Indikator Kinerja Tahun 2020 Tahun 2019 Tahun 2018
Target | Realisasi % Target | Realisasi % Target | Realisasi %

1 | Persentase penurunan 40 % 28,38 % | 129,05% 41% 28,73% 129,92% 42% 29% 130,95%
pemanfaatan ruang yang
tidak sesuai dengan
rencana

2 | Persentase sarana dan 56 % 58,65% | 104,73% 54% 57,6% 106,67% 52% 55% 105,7%
prasarana aparatur yang
sesuai standar

3 | Persentase Kualitas 100 % 90,16 % | 90,16 % - - - - - -
Pelaksanaan Anggaran
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No

Indikator Kinerja

Tahun 2020

Tahun 2019

Tahun 2018

Rata-rata Capaian Kinerja

107,98%

118,33%

35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%

5.00%

0.00%

Realisasi Persentase penurunan pemanfaatan
ruang yang tidak sesuai dengan rencana

28.38%

2020

B Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana
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Realisasi Persentase sarana dan prasarana
aparatur yang sesuai standar

70.00%
£0.00% 58.65% 57.60% 559%
. (]
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2020 2019 2018
M Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar
Realisasi Persentase Kualitas Pelaksanaan
Anggaran
100.00% 90.16%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
2020 2019 2018

2020 m2019 m2018
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Capaian Kinerja

140.00% 129.05% 129.92% 130.95%
118.29% 118.33%
120.00% 104.73% 107.98% 106.67% o 105.70% °
100.00% 90.16%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

2020 2019 2018

H Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana
B Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar
B Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

W Rata-Rata

1. Sasaran Strategis Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang

Sasaran ini ditetapkan agar persentase pemanfaatan ruang di DKI Jakarta yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang
khususnya terhadap zonasi peruntukan yang sudah ditetapkan semakin bertambah yang diukur dari Persentase penurunan
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana. Untuk mencapai sasaran ini startegi yang dilakukan adalah mendorong
pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang melalui pelaksanaan Program Penataan Ruang dengan 3 (tiga) upaya yang

dilaksanakan yakni:
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a. Membuat kebijakan terkait tata ruang

b. Melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang melalui kegiatan pengawasan dan penindakan atas pelanggaran

pemanfaatan ruang
c. Melaksanakan pembebasan tanah milik masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana public sesuai zonasi

Dari 3 (tiga) upaya yang dilaksanakan ini, pembebasan tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana publik
merupakan rencana aksi yang dilaksanakan oleh SKPD sektoral yang berbasiskan anggaran sedangkan upaya membuat
kebijakan terkait tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang lebih dominan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

sekalipun ada juga anggaran yang digunakan.

Gambaran atas capaian sasaran ini dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang
tidak sesuai dengan rencana
140% 129.05% 129.92% 130.95%
120%
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80%

60%
’ 40% 41% 42%

I28.38% I28.73% I 29%
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X

B Target M Realisasi ™ Capaian

Gambar 3.1 CAPAIAN INDIKATOR SASARAN PERSENTASE PENURUNAN PEMANFAATAN RUANG
YANG TIDAK SESUAI DENGAN RENCANA
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Dari grafik tersebut di atas terlihat bahwa realisasi indikator sasaran Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak
sesuai dengan rencana pada tahun 2020 sebesar 28,38 % jauh lebih rendah dari targetnya sebesar 40 % sehingga capaian
atas sasaran ini menjadi 129,05%. Hal ini menunjukkan bahwa Langkah-langkah yang dilaksanakan untuk menurunkan
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai cukup efektif meskipun tidak berkorelasi linear dengan pelaksanaan anggaran Program
Penataan Ruang.karena lebih banyak disebabkan adanya kebijakan tata ruang yakni penerapan Peraturan Zonasi sehingga
pemanfaatan ruang yang sebelumnya melanggar menjadi tidak lagi melanggar disamping pelaksanaan pengawasan dan

penindakan atas pelanggaran pemanfaatan ruang di lapangan.

Dari grafik tersebut di atas juga terlihat trend realisasi Persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
rencana yang menurun sekitar 0,3 % per tahun meskipun capaian kinerjanya relative sama setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan
efektifitas upaya yang dilaksanakan bersifat konstan dan masih diperlukan upaya-upaya lain untuk membuat trendnya menjadi

meningkat.
2. Sasaran Strategis Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur

Sasaran Strategis ini dimaksudkan agar produktifitas dan integritas Sumber Daya Manusia yang berkarya di Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta semakin meningkat melalui penyediaan atau pembangunan sarana dan prasarana aparatur berupa
Bangunan Gedung aset Pemerintah Daerah yang sesuai standar yang akan mendorong kinerja pelayanan aparatur untuk
masyarakat. Untuk mencapai sasaran ini strategi yang dilaksanakan adalah meningkatkan kualitas penyelenggaraan bangunan
gedung pemda yang memenuhi standar melalui upaya pembinaan dan penyusunan kebijakan teknis, perencanaan,

pembangunan, pengawasan serta rehabilitasi/renovasi gedung pemda yang sesuai standar.

Gambaran atas capaian sasaran ini dapat dilihat pada drafi sebagai berikut :
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Persentase sarana dan prasarana aparatur yang
sesuai standar
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Gambar 3.2 CAPAIAN INDIKATOR SASARAN PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR YANG SESUAI STANDAR

Realisasi indicator Sasaran Persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar pada tahun 2020 sebesar 58,65
% lebih besar sedikit dari target yang ditetapkan yakni 56 % dengan capaian kinerja sasaran sebesar 104,73%. Kalau
dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda yang rendah
akibat refocusing anggaran maka capaian kinerja Sasaran ini bukan disebabkan oleh pelaksanaan Program melainkan hal lain

yakni pemutakhiran data bangunan Gedung pemda yang masih terus dilaksanakan pendataan.

Trend realisasi Sasaran ini dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami kenaikan sedikit di tahun 2019 tetapi Kembali menurun
di tahun 2020 dengan trend capaian kinerja yang juga sama. Hal ini disebabkan adanya refocusing anggaran pada tahun 2020
yang mengakibatkan sebagian besar kegiatan pembangunan baru dan rehabilitasi bangunan gedung pemda tidak terlaksana
sehingga sasaran agar bertambahnya bangunan gedung pemda yang memenuhi standar terkendala
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3. Sasaran Strategis Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel

Sasaran Strategis ini dimaksudkan agar setiap kegiatan pengelolaan pemerintahan termasuk pengelolaan anggaran dan
keuangan dapat terlaksana dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan baik dalam bentuk kinerja pelayanan

masyarakat maupun dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan .

Gambaran atas capaian sasaran ini dapat dilihat pada drafi sebagai berikut :

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

110% 100%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

90.16% 90.16%

2020

B Target M Realisasi ™ Capaian

Gambar 3.3 CAPAIAN INDIKATOR SASARAN PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA APARATUR YANG SESUAI STANDAR
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Realisasi indikator Sasaran Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2020 sebesar 90,16% lebih
rendah dari target yang ditetapkan yakni 100% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 90,16%. Hal ini didasarkan pada
perumusan perhitungan Kualitas Pelaksanaan Anggaran dimana Realisasi Penyerapan Anggaran memiliki bobot 40%, Efisiensi
memiliki bobot 10% dan Pencapaian Output memiliki bobot 50%. Berdasarkan perhitungan bobot tersebut, maka akan
didapatkan komponen Realisasi Penyerapan Anggaran sebesar 40%, komponen Efisiensi sebesar 0,83% dan komponen

Pencapaian Output sebesar 49,33%.

Capaian Indikator Sasaran Tahun 2020:

Berdasarkan tabel di atas, terdapat penurunan rata-rata capaian IKU atau Perjanjian Kinerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang
dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta sebesar 10,31%, yaitu dari capaian sebesar 118,29% pada tahun 2019 menjadi sebesar
107,98% pada tahun 2020. Penurunan yang cukup jauh disebabkan karena pada tahun 2019 capaian indaktor ketiga, yakni
persentase kualitas pelaksanaan anggaran tidak dimasukkan kedalam perhitungan Capaian Indikator Sasaran Tahun 2019.

Pada perhitungan capaian indicator kinerja sasaran yang pertama, yakni persentase penurunan pemanfaatan ruang yang
tidak sesuai terjadi penurunan angka capaian pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 0,87%. Hal ini disebakan
karena adanya pengaruh dari pandemik covid-19. Walaupun sebenarnya capaian pada indicator kinerja sasaran yang pertama
pun tercapai melebihi 100%, dikarenakan kinerja program prioritas yang dilaksanakn Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan

Pertanahan juga bergantung pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kebijakan penataan ruang yang dibuat.

Capaian sasaran kedua mengalami penurunan 1,93% karena adanya pengaruh pandemic covid-19 membuat adanya
penyesuaian nilai anggaran perubahan dan refocusing APBD. Pengukuran capaian indicator kinerja sasaran ini menggunakan
data seluruh bangunan Gedung pemda yang ada di DKI Jakarta yang dibangun atau dipelihara dan bukan berdasarkan Program

Pembangunan dan Pemeliharaan bangunan gedung pemda yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan
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Pertanahan saja sehingga ukuran keberhasilan capaiannya tidak bisa mengukur efektifitas pelaksanaan Program dan Kegiatan di

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan secara langsung.

Capaian sasaran ketiga, yakni persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran baru diperhitungkan pada tahun 2020 sehingga
tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian sasaran ketiga ini tidak mencapai targetnya pada tahun 2020
disebabkan tidak optimalnya pelaksanaan Program Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pekerjaan umum dan
penataan ruang SKPD/UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan akibat pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional pada
bengkel resmi yang ditunjuk ATPM sebagaimana yang diwajibkan tidak bersedia untuk melakukan Kerjasama (kontrak)

pemeliharaan/perawatan dengan pertimbangan administrasi keuangan.
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BAB IV
REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai Sasaran yang diinginkan disusun Program berikut anggarannya sebagai operasionalisasi strategi

pelaksanaannya. Gambaran pelaksanaan Program dan Kegiatan serta realisasi anggarannya pada tahun 2020 untuk mencapai

sasaran strategis yang dilaksanakan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut:

Seribu

Sasara.n Ind.lkat.or SKPD/UKPD que Nama Kegiatan Anggaran Realisasi %
Strategis Kinerja Kegiatan
Meningkatnya | Persentase (1.03.07 Program Penataan Ruang 4.383.611.432 4.323.881.419 98,64%
kesesuaian penurunan DCKTRP 1.03.07.001 [Pengenaan sanksi berupa pembatasan kegiatan/penutupan 4.320.000 4.320.000 100,00%
pemanfaatan pemanfaatan lokasi/penyegelan
ruang dengan | ruangyang [TpokTRP 1.03.07.002 |Pelaksanaan Capulbaket dan Penyidikan Pelanggaran Tata Ruang 2.052.000 2.052.000 100,00%
rencana tata | tidak sesuai TgpEKTRP 5 1.03.07.001 |Pengenaan sanksi berupa pembatasan kegiatan/penutupan 2.880.000 2.880.000 | 100,00%
ruang dengan lokasi/penyegelan
rencana SDCKTRP KS 1.03.07.001 |Pengenaan Sanksi Berupa Pembatasan Kegiatan/Penutupan 5.988.002 5.988.092 |  100,00%
Lokasi/Penyegelan
SDCKTRP KS 1.03.07.005 [Monitoring terhadap Tata Ruang dan Bangunan di Kepulauan Seribu 2.994.046 2.994.046 100,00%
DCKTRP 1.03.07.018 [Revisi RDTR dan PZ 1.088.092.013 1.062.312.000 97,63%
SDCKTRP JP 1.03.07.003 [Penyusunan Dokumen Penataan Kawasan Strategis 187.815.419 187.815.419 100,00%
SDCKTRP JU 1.03.07.003 |Penyusunan dokumen penataan kawasan strategis 187.373.498 187.373.498 100,00%
SDCKTRP JB 1.03.07.003 [Penyusunan Dokumen Penataan Kawasan Strategis 188.000.000 188.000.000 100,00%
SDCKTRP JS 1.03.07.003 [Penyusunan Dokumen Penataan Kawasan 187.786.364 187.786.364 100,00%
SDCKTRP JT 1.03.07.003 [Penyusunan Dokumen Penataan Kawasan 205.860.000 205.860.000 100,00%
SDCKTRP KS 1.03.07.003 [Penyusunan Dokumen Penataan Kawasan Strategis 151.100.000 151.100.000 100,00%
Pusdatin Pengembangan Sistem Informasi Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan 2.169.350.000 2.135.400.000 98,44%
Meningkatkan | Persentase (1,03.08 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda 4.382.419.600 4.381.677.050 | 99,98%
produktivitas | sarana dan [THCKTRP 1.03.08.005 |Revitalisasi Sistem Pompa Hidran Komplek Balaikota 47.168.550 47.168.550 |  100,00%
danintegritas | prasarana DCKTRP 1.03.08.006 |Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya Gereja Protestan Jemaat Koinonia 47.190.000 47.190.000 100,00%
aparatur aparatur TR EKTRP 1.03.08.016 |Pemeliharaan dan Peningkatan Gedung Pemda di DK Jakarta 2.162.858.050 2.162.858.050 |  100,00%
;’f;r? dZ'fS”a' DCKTRP 1.03.08.018 |Rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta 48.853.750 48.853.750 | 100,00%
DCKTRP 1.03.08.021 [Penyusunan Dokumen Teknis Gedung Pemda 900.480.000 900.480.000 100,00%
SDCKTRP JP 1.03.08.001 [Penyusunan Dokumen Teknis Sub Urusan Gedung Pemda 267.643.148 267.643.148 100,00%
SDCKTRP JU 1.03.08.006 [Penyusunan Dokumen Teknis Sub Urusan Gedung Pemda 225.600.000 225.600.000 100,00%
SDCKTRP JB 1.03.08.001 [Penyusunan Dokumen Teknis Pelaksanaan Sub Urusan Gedung Pemda 225.600.000 224.857.450 99,67%
SDCKTRP JS 1.03.08.001 [Penyusunan Dokumen Teknis Sub Urusan Gedung Pemda 216.031.245 216.031.245 100,00%
SDCKTRP JT 1.03.08.001 [Penyusunan Dokumen Teknis Sub Urusan Gedung Pemda 184.594.857 184.594.857 100,00%
SDCKTRP KS 1.03.08.003 [Penyusunan Dokumen Teknis Perencanaan Gedung Pemda di Kepulauan 56.400.000 56.400.000 100,00%
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Sasara.n Inc!lkat'or SKPD/UKPD que Nama Kegiatan Anggaran Realisasi %
Strategis Kinerja Kegiatan
Terwujudnya | Persentase (1,03.07 Program Penataan Ruang 4.383.611.432 4.323.881.419 | 98,64%
tata kelola Kualitas DCKTRP 1.03.07.001 [Pengenaan sanksi berupa pembatasan kegiatan/penutupan 4.320.000 4.320.000 100,00%
pemerintahan | Pelaksanaan lokasi/penyegelan
dan keuangan | Anggaran DCKTRP 1.03.07.002 |Pelaksanaan Capulbaket dan Penyidikan Pelanggaran Tata Ruang 2.052.000 2.052.000 100,00%
Daerah yang SDCKTRP JS 1.03.07.001 [Pengenaan sanksi berupa pembatasan kegiatan/penutupan 2.880.000 2.880.000 100,00%
transparan dan lokasi/penyegelan
akuntabel SDCKTRP KS 1.03.07.001 [Pengenaan Sanksi Berupa Pembatasan Kegiatan/Penutupan 5.988.092 5.988.092 100,00%
Lokasi/Penyegelan
SDCKTRP KS 1.03.07.005 [Monitoring terhadap Tata Ruang dan Bangunan di Kepulauan Seribu 2.994.046 2.994.046 100,00%
DCKTRP 1.03.07.018 [Revisi RDTR dan PZ 1.088.092.013 1.062.312.000 97,63%
SDCKTRP JP 1.03.07.003 [Penyusunan Dokumen Penataan Kawasan Strategis 187.815.419 187.815.419 100,00%
SDCKTRP JU 1.03.07.003 |Penyusunan dokumen penataan kawasan strategis 187.373.498 187.373.498 100,00%
SDCKTRP JB 1.03.07.003 [Penyusunan Dokumen Penataan Kawasan Strategis 188.000.000 188.000.000 100,00%
SDCKTRP JS 1.03.07.003 [Penyusunan Dokumen Penataan Kawasan 187.786.364 187.786.364 100,00%
SDCKTRP JT 1.03.07.003 [Penyusunan Dokumen Penataan Kawasan 205.860.000 205.860.000 100,00%
SDCKTRP KS 1.03.07.003 [Penyusunan Dokumen Penataan Kawasan Strategis 151.100.000 151.100.000 100,00%
Pusdatin Pengembangan Sistem Informasi Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan 2.169.350.000 2.135.400.000 98,44%
1.03.08 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda 4.382.419.600 4.381.677.050 | 99,98%
DCKTRP 1.03.08.005 |Revitalisasi Sistem Pompa Hidran Komplek Balaikota 47.168.550 47.168.550 100,00%
DCKTRP 1.03.08.006 [Rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya Gereja Protestan Jemaat Koinonia 47.190.000 47.190.000 100,00%
DCKTRP 1.03.08.016 [Pemeliharaan dan Peningkatan Gedung Pemda di DKI Jakarta 2.162.858.050 2.162.858.050 100,00%
DCKTRP 1.03.08.018 |Rehabilitasi Rumah Dinas Gubernur DKI Jakarta 48.853.750 48.853.750 100,00%
DCKTRP 1.03.08.021 [Penyusunan Dokumen Teknis Gedung Pemda 900.480.000 900.480.000 100,00%
SDCKTRP JP 1.03.08.001 [Penyusunan Dokumen Teknis Sub Urusan Gedung Pemda 267.643.148 267.643.148 100,00%
SDCKTRP JU 1.03.08.006 [Penyusunan Dokumen Teknis Sub Urusan Gedung Pemda 225.600.000 225.600.000 100,00%
SDCKTRP JB 1.03.08.001 [Penyusunan Dokumen Teknis Pelaksanaan Sub Urusan Gedung Pemda 225.600.000 224.857.450 99,67%
SDCKTRP JS 1.03.08.001 [Penyusunan Dokumen Teknis Sub Urusan Gedung Pemda 216.031.245 216.031.245 100,00%
SDCKTRP JT 1.03.08.001 [Penyusunan Dokumen Teknis Sub Urusan Gedung Pemda 184.594.857 184.594.857 100,00%
SDCKTRP KS 1.03.08.003 [Penyusunan Dokumen Teknis Perencanaan Gedung Pemda di Kepulauan 56.400.000 56.400.000 100,00%
Seribu
1.03.13 Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan pekerjaan 45.512.167.346 44.971.554.449 98,81%
umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan
DCKTRP 1.03.13.001 |Penyediaan Jasa Telepon Air Listrik dan Internet (TALI) 2.833.590.584 2.684.355.296 94,73%
DCKTRP 1.03.13.002 [Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan kebersihan kantor 3.399.680.727 3.372.932.272 99,21%
DCKTRP 1.03.13.003 [Penyediaan jasa dan pengadaan perlengkapan keamanan kantor 1.322.321.474 1.311.922.132 99,21%
DCKTRP 1.03.13.004 [Penyediaan Jasa dan Pengadaan perlengkapan teknisi perawatan 717.504.258 708.026.894 98,68%
gedung kantor
DCKTRP 1.03.13.005 |Penyediaan Jasa penunjang kegiatan kantor 176.307.065 174.966.669 99,24%
DCKTRP 1.03.13.006 [Penyediaan alat tulis kantor 233.012.221 228.942.450 98,25%
DCKTRP 1.03.13.008 [Penyediaan sewa mesin fotokopi 135.960.000 135.960.000 100,00%
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Sasarap Inc!lkat_or SKPD/UKPD que Nama Kegiatan Anggaran Realisasi %
Strategis Kinerja Kegiatan
Terwujudnya Persentase | DCKTRP 1.03.13.009 [Penyediaan makanan dan minuman 84.000.000 53.489.800 63,68%
tata kelola Kualitas DCKTRP 1.03.13.010 [Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.000.000 1.269.000 63,45%
pemerintahan | Pelaksanaan [ pckTRP 1.03.13.012 [Pengadaan Peralatan Kerja 44.800.000 44.800.000 100,00%
dgge'::r‘:?gzn Anggaran - ["DCKTRP 1.03.13.014 |Pemeliharaan/perawatan Gedung Dinas Teknis Jatibaru 1.068.412.400 1.048.986.400 98,18%
transparan dan DCKTRP 1.03.13.015 |Pemeliharaan/Perawatan Lift Gedung Dinas Teknis Jatibaru 1.237.058.130 1.215.534.870 98,26%
akuntabel DCKTRP 1.03.13.016 [Penyediaan Tenaga Perorangan Penunjang Pengukuran Pemetaan 3.433.890.945 3.394.785.193 98,86%
dan Pertanahan
DCKTRP 1.03.13.019 |Penataan Arsip dokumen perijinan tata ruang dan bangunan 29.184.000 29.184.000 100,00%
SDCKTRP JP 1.03.13.002 [Penyediaan alat tulis kantor 60.024.311 59.290.000 98,78%
SDCKTRP JP 1.03.13.004 [Penyediaan sewa mesin fotokopi 18.730.800 16.557.200 88,40%
SDCKTRP JP 1.03.13.005 [Penyediaan makanan dan minuman 1.711.800 1.605.000 93,76%
SDCKTRP JP 1.03.13.009 |Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.200.000 1.181.700 98,48%
SDCKTRP JP 1.03.13.010 |Penyediaan Tenaga Perorangan Penunjang Pengukuran Pemetaan 266.023.369 263.944.953 99,22%
dan Pertanahan
SDCKTRP JP 1.03.13.002 [Penyediaan alat tulis kantor 118.250.000 118.250.000 100,00%
SDCKTRP JU 1.03.13.004 |Penyediaan sewa mesin fotokopi 24.090.000 24.090.000 100,00%
SDCKTRP JU 1.03.13.005 [Penyediaan makanan dan minuman 1.975.000 1.975.000 100,00%
SDCKTRP JU 1.03.13.009 |Penyediaan jasa penunjang kegiatan kantor/lapangan 60.221.022 59.414.881 98,66%
SDCKTRP JU 1.03.13.011 [Penyediaan Tenaga Perorangan Penunjang Pengukuran Pemetaan 266.507.369 265.591.351 99,66%
dan Pertanahan
SDCKTRP JB 1.03.13.002 |Penyediaan Alat Tulis Kantor 50.003.630 49.214.000 98,42%
SDCKTRP JB 1.03.13.004 |Penyediaan Sewa Mesin Fotokopi 18.206.000 18.206.000 100,00%
SDCKTRP JB 1.03.13.005 [Penyediaan Makanan dan Minuman 1.692.000 1.666.000 98,46%
SDCKTRP JB 1.03.13.009 [Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 129.500 126.100 97,37%
SDCKTRP JB 1.03.13.011 [Penyediaan Tenaga Perorangan Penunjang Pengukuran Pemetaan 265.055.369 263.138.679 99,28%
dan Pertanahan
SDCKTRP JS 1.03.13.002 |Penyediaan sewa mesin fotokopi 21.120.000 20.735.000 98,18%
SDCKTRP JS 1.03.13.004 |Penyediaan makanan dan minuman 1.566.000 1.566.000 100,00%
SDCKTRP JS 1.03.13.005 [Penyediaan alat tulis kantor 49.318.500 49.318.500 100,00%
SDCKTRP JS 1.03.13.006 [Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 79.442.000 79.442.000 100,00%
SDCKTRP JS 1.03.13.007 |Penyediaan jasa administrasi keuangan 8.700 8.700 100,00%
SDCKTRP JS 1.03.13.008 |Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja 34.726.200 34.441.550 99,18%
SDCKTRP JS 1.03.13.009 |Pengadaan Perlengkapan Kerja 41.492.000 41.492.000 100,00%
SDCKTRP JS 1.03.13.010 |Pengalihan Media dan Digitalisasi Arsip 178.839.815 178.839.815 100,00%
SDCKTRP JS 1.03.13.012 |Penyediaan Tenaga Perorangan Penunjang Pengukuran Pemetaan 264.571.369 259.578.326 98,11%
dan Pertanahan
SDCKTRP JT 1.03.13.002 |Penyediaan Alat Tulis Kantor 58.095.620 56.650.000 97,51%
SDCKTRP JT 1.03.13.004 [Penyediaan Sewa Mesin Fotokopi 18.730.800 11.495.000 61,37%
SDCKTRP JT 1.03.13.005 |Penyediaan Makanan dan Minuman 5.798.400 2.230.000 38,46%
SDCKTRP JT 1.03.13.010 [Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 600.000 600.000 100,00%
SDCKTRP JT 1.03.13.012 |Penyediaan Tenaga Perorangan Penunjang Pengukuran Pemetaan 262.921.259 260.717.756 99,16%
dan Pertanahan
SDCKTRP KS 1.03.13.002 |Penyediaan Alat Tulis Kantor 21.488.498 20.999.000 97,72%
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Sasaran Inc!lkat'or SKPD/UKPD que Nama Kegiatan Anggaran Realisasi %
Strategis Kinerja Kegiatan
Terwujudnya Persentase | SDCKTRP KS 1.03.13.006 |Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja 8.965.000 8.965.000 100,00%
tata kelola Kualitas SDCKTRP KS 1.03.13.008 |Penyediaan Transportasi Kapal 6.650.000 6.650.000 100,00%
pemerintahan | Pelaksanaan [ SDCKTRP KS 1.03.13.009 |Penyediaan Tenaga Perorangan Penunjang Pengukuran Pemetaan 264.702.000 264.562.444 99,95%
dan keuangan Anggaran dan Pertanahan
tr'ajr"fg’;':a{fggn Pusdatin 1.03.13.001 |Penyediaan Jasa Telepon Air Listrik dan Internet (TALI) 525.442.500 525.436.600 | 100,00%
akuntabel Pusdatin 1.03.13.002 [Penyediaan alat tulis kantor 76.199.750 76.199.750 100,00%
Pusdatin 1.03.13.003 [Penyediaan sewa mesin fotokopi 11.550.000 11.550.000 100,00%
Pusdatin 1.03.13.004 |Penyediaan makanan dan minuman 6.335.800 5.311.000 83,83%
Pusdatin 1.03.13.007 [Pengadaan Peralatan Kerja 19.500.000.300 19.500.000.300 100,00%
Pusdatin 1.03.13.015 [Pembaharuan dan Peningkatan Lisensi ArcGIS 7.668.682.648 7.499.308.300 97,79%
Pusdatin 1.03.13.016 [Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Kantor/ Lapangan 533.378.213 506.051.568 94,88%
1.03.14 Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan pekerjaan 438.855.486 296.962.946 | 67,67%
umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan
Pertanahan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Cipta
Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
DCKTRP 1.03.14.001 |Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus 61.386.270 36.170.400 58,92%
DCKTRP 1.03.14.002 |Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus 140.740.000 140.740.000 100,00%
DCKTRP 1.03.14.003 |Pemeliharaan/Perawatan KDO/KDO Khusus 146.844.685 41.009.596 27,93%
SDCKTRP JP 1.03.14.001 |Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus 1.105.500 1.094.600 99,01%
SDCKTRP JP 1.03.14.002 |Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus 5.534.400 5.000.000 90,34%
SDCKTRP JU 1.03.14.001 |Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus 2.210.000 1.587.100 71,81%
SDCKTRP JU 1.03.14.002 |Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus 17.295.000 17.295.000 100,00%
SDCKTRP JB 1.03.14.001 [Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus 760.000 683.200 89,89%
SDCKTRP JB 1.03.14.002 |Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus 11.530.000 11.530.000 100,00%
SDCKTRP JS 1.03.14.001 [Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus 11.181.500 6.205.400 55,50%
SDCKTRP JS 1.03.14.002 |Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus 25.416.000 25.416.000 100,00%
SDCKTRP JT 1.03.14.001 |Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus 8.741.900 6.015.500 68,81%
SDCKTRP JT 1.03.14.003 |Pemeliharaan / Perawatan KDO / KDO Khusus 6.110.231 4.216.150 69,00%
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Sedangkan gambaran realisasi anggaran dalam kurun waktu 3 (tiga tahun terakhir ini adalah sebagai berikut :

Tahun 2020:

Sasaran meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang diukur dengan indikator kinerja
persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana, yang dilaksanakan dengan 1 (satu) Program, yakni
Program Penataan Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 4.383.611.432 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 4.323.881.419
atau 98,64 % dari anggaran.

Sedangkan sasaran meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur diukur dengan indikator kinerja berupa Persentase
sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar, yang dilaksanakan dengan 1 (satu) Program, yakni Program Pembangunan
dan Pemeliharaan Gedung Pemda dengan anggaran sebesar Rp 4.382.419.600 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp
4.381.677.050 atau 99,98 % dari anggaran.

Sedangkan sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel dengan
indikator kinerja berupa Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran, yang dilaksanakan dengan 4 (empat) Program, yakni Program
Penataan Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 4.383.611.432 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 4.323.881.419 atau 98,64
% dari anggaran, Program Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda dengan anggaran sebesar Rp 4.382.419.600 dengan
realisasi penyerapan sebesar Rp 4.381.677.050 atau 99,98 % dari anggaran, Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan
pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dengan anggaran sebesar Rp
45.512.167.346 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 44.971.554.449 atau 98,81 % dari anggaran, dan Program Pengelolaan
Kendaraan Operasional Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
pekerjaan umum dan penataan ruang SKPD/UKPD Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan dengan anggaran sebesar Rp

438.855.486 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 296.962.946 atau 67,67 % dari anggaran.
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Tahun 2019:

Sasaran meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang diukur dengan indikator kinerja
persentase penurunan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana, yang dilaksanakan dengan 2 (dua) Program pada
tahun 2019 yakni, Program Penataan Ruang dan Program Penyediaan dan Pengelolaan Data Pertanahan dengan rencana

anggaran dan realisasi penyerapan sebagai berikut:

1. Program Penataan Ruang dengan anggaran awal sebesar Rp. 32.766.571.353 yang diubah pada APBD Perubahan
menjadi sebesar Rp 20.969.385.963 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 18.722.015.768 atau 89,28 % dari
anggaran, dan;

2. Program Penyediaan dan Pengelolaan Data Pertanahan dengan anggaran sebesar Rp 32.104.150.008 yang tidak
mengalami perubahan anggaran pada APBD Perubahan dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 27.416.289.860 atau
85,39 % dari anggaran.

Sedangkan sasaran meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur diukur dengan indikator kinerja berupa Persentase
sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar, yang dilaksanakan dengan 1 (satu) Program, yakni Program Pembangunan
dan Pemeliharaan Gedung Pemda dengan anggaran awal sebesar Rp 364.745.453.577 yang diubah pada APBD Perubahan
menjadi sebesar Rp 352.325.725.003 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 156.786.757.508 atau 44,5 %.

Tahun 2018:

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2018 Sasaran meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang

diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang seharusnya merupakan indicator kinerja program bukan indicator kinerja sasaran, yakni;

1. Rasio kesesuaian rencana tata ruang; Capaian kinerja atas indikator ini mencapai 122% yakni tercapainya rata-rata rasio
kesesuaian tata ruang di 5 (lima) wilayah kota administrasi sebesar 71% melebihi rata-rata rasio yang ditargetkan

sebesar 58%.
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2. Persentase pelanggaran tata ruang yang ditangani; Capaian kinerja atas indikator ini mencapai 103% yakni tercapainya
persentase pelanggaran tata ruang yang ditangani sebesar 93% melebihi persentase penanganan yang ditargetkan
sebesar 90%.

3. Persentase penyelesaian administrasi pertanahan; Capaian kinerja atas indikator ini mencapai 101% yakni tercapainya
persentase penyelesaian administrasi pertanahan sebesar 74% melebihi persentase penanganan yang ditargetkan

sebesar 73%.

Namun demikian ketiga indicator kinerja tersebut merupakan indicator kinerja dari Program yang sama dengan Program
yang dilaksanakan pada tahun 2019 untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan
rencana tata ruang sehingga masih dapat diperbandingkan. Rencana Anggaran dan realisasi penyerapan dari Program tersebut

pada tahun 2018 sebagai berikut :

1. Program Penataan Ruang dengan anggaran sebesar Rp 3.730.964.200,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp
3.353.519.000,00 atau 89,88% dari anggaran, dan;

2. Program Penyiapan Akuisisi Tanah (pada tahun 2019 dan seterusnya program ini diganti nomenklatur menjadi Program
Penyediaan dan Pengelolaan Data Pertanahan) dengan anggaran sebesar Rp 511.016.088,00 dengan realisasi

penyerapan sebesar Rp 424.560.000,00 atau 83,08% dari anggaran.

Sedangkan sasaran meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur diukur dengan indikator kinerja berupa persentase
pembangunan gedung pemda yang memenuhi standar yang juga merupakan indicator kinerja program yang rumus atau cara
perhitungannya sama dengan indicator kinerja sasaran persentase sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar. Capaian
kinerja atas indikator ini mencapai 106% yakni tercapainya persentase pembangunan gedung pemda yang memenuhi standar
sebesar 55 % melebihi persentase penanganan yang ditargetkan sebesar 52 %. Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan Program
Pembangunan dan Pemeliharaan Gedung Pemda dengan anggaran sebesar Rp 8.203.773.378,00 yang diubah pada APBD
Perubahan menjadi sebesar Rp 1.679.990.400,00 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp 1.096.530.160,00 atau 65,27%.
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BAB V
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan pertanggungjawaban kinerja Dinas Cipta Karya, Tata
Ruang dan Pertanahan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Selain itu juga, untuk mengukur
perbandingan capaian kinerja DCKTRP Provinsi DKI Jakarta terhadap perjanjian kinerja yang ditetapkan pada awal tahun anggaran.
LKIP juga menggambarkan pengelolaan sumber daya dan berperan sebagai alat kendali serta pengukur kualitas kinerja DCKTRP
dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Dinas kepada publik untuk turut mendorong terimplementasikannya prinsip

good governance pada setiap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas
kinerja DCKTRP Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Secara umum, DCKTRP Provinsi DKI Jakarta telah berusaha memaksimalkan
pencapaian 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Indikator Kinerja Utama DCKTRP merupakan
indicator kinerja hasil (outcome) yang pencapaiannya tidak dihasilkan secara langsung melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan
yang dilaksanakan DCKTRP sendiri melainkan terkait dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD sectoral lainnya. Oleh
karena itu keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis Perangkat Daerah DCKTRP ini tidak bisa sebagai ukuran
keberhasilan DCKTRP semata. Keberhasilan atau kegagalan capaian akan sangat tergantung pada sinergisitas rencana

pembangunan yang terpadu antar instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dengan dukungan koordinasi yang lebih terpadu, diharapkan kinerja DCKTRP Provinsi DKI Jakarta masih dapat ditingkatkan
pada masa mendatang. DCKTRP Provinsi DKI Jakarta tetap berupaya untuk membangun dan memperbaiki sistem serta

melaksanakan akuntabilitas kinerja secara optimal dalam rangka pertanggung jawaban kinerja kepada publik.
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